BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur sendiri urusan dan
kebijakan di daerahnya, termasuk kebijakan mengenai pajak daerah. Berbagai
upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan
pajaknya demi memajukan daerah masing-masing. Pemerintah daerah memiliki
kewenangan untuk mendanai seluruh kebutuhan sesuai dengan potensi yang ada di
daerah tersebut. Di Kota Yogyakarta, salah satu pajak daerah yang perlu digali
potensinya adalah pajak hotel. Hal ini disebabkan karena hotel merupakan fasilitas
pendukung untuk menunjang industri pariwisata di Kota Yogyakarta. Terdapat
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel, diantaranya
adalah jumlah wisatawan, inflasi, dan tingkat hunian hotel.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ulang pengaruh jumlah wisatawan,
inflasi, dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota
Yogyakarta pada tahun 2017 — 2020. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh
hotel bintang dan non-bintang yang terdaftar di Badan Pusat Statistik Kota
Yogyakarta tahun 2017 — 2020. Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan, maka
kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Saat

berkunjung ke suatu daerah, terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan

oleh wisatawan apakah mereka akan menginap di hotel atau tidak, tergantung
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dari tujuan dan lama waktu kunjungan masing-masing. Oleh karena itu, tidak
semua tujuan kunjungan wisatawan mengharuskan mereka untuk berkunjung
dan menginap di hotel. Lalu walaupun terdapat wisatawan yangberkunjung
dan menginap di hotel dan pendapatan hotel bertambah, penerimaan pajak
hotel tidak meningkat karena beberapa wajib pajak hotel tidak memenuhi
kewajiban perpajakannya. Dari penelitian ini ditemukkan bahwa banyaknya
jumlah wisatawan yang berkunjung tidak berpengaruh terhadap penerimaan
pajak hotel yang diperoleh.

Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Inflasi tidak
menyebabkan berkurangnya konsumsi masyarakat untuk menggunakan jasa
hotel, karena sebagian orang memiliki kepentingan pribadi dan
mengharuskannya untuk menginap di hotel, sehingga pendapatan yang
diterima hotel tidak menurun. Saat nilai inflasi menjadi rendah pada masa
pandemi Covid-19, terjadi penurunan harga pada pelayanan hotel. Namun
hal ini tidak menyebabkan adanya kenaikan minat beli masyarakat untuk
berkunjung dan menginap di hotel. Dari penelitian ini ditemukan bahwa
tinggi rendahnya nilai inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
hotel.

. Tingkat hunian hotel berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan
pajak hotel. Semakin banyak jenis hotel di suatu daerah yang menyediakan
pelayanan yang lengkap dan beragam, akan membuat wisatawan menjadi
semakin tertarik untuk berkunjung dan menginap di hotel yang ada di daerah

tersebut. Salah satu sumber pendapatan hotel yang utama adalah dari jumlah
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kamar hotel yang disewa. Oleh karena itu, tinggi rendahnya tingkat hunian
hotel akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh hotel. Dari
penelitian ini ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat hunian hotel, maka
pendapatan hotel semakin bertambah sehingga penerimaan pajak hotel juga

semakin meningkat.

B. Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan yang ada pada penelitian ini adalah keterbatasan dalam perolehan
data. Data penerimaan pajak hotel yang tersedia di BPKAD Kota Yogyakarta
adalah penerimaan pajak hotel gabungan dari seluruh hotel yang ada di Kota
Yogyakarta, sehingga data yang digunakan bukan data penerimaan pajak hotel dari
masing-masing hotel. Lalu data tingkat hunian hotel yang disediakan oleh BPS Kota
Yogyakarta juga merupakan tingkat hunian hotel gabungan dari seluruh hotelyang
ada di Kota Yogyakarta. Hal ini dapat terjadi karena setiap daerah memiliki aturan
masing-masing mengenai pengelolaan pada data statistiknya.

Berdasarkan keterbatasan di atas peneliti memiliki saran yang ditujukan pada
peneliti selanjutnya, yaitu melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum
melakukan penelitian kepada pihak yang menjadi sumber data, untuk memastikan

data yang diperlukan telah tersedia.
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